
GBSM



Perusahaan  : PT Gawi Bahandep Sawit Mekar  

Perihal   : Penyelesaian Keluhan Klaim Lahan  

Waktu/Periode : 21 Juli 2016 – 05 Februari 2020 

Status    : Close/ Selesai   

 

Pada tahun 2016, PT Gawi Bahandep Sawit Mekar(Perusahaan) menerima berkas 
keluhan klaim lahan dari Sarinuddin, Jumri dan Emek (SJE) atas klaim lahan seluas 
140.75 Ha di lokasi Perusahaan yang terletak di Kecamatan Seruyan Hilir, Kabupaten 
Seruyan, Kalimantan Tengah. 

Dalam penanganan keluhan, Perusahaan telah melakukan penyelesaian dengan 
pihak yang bersangkutan dan dimediasi oleh pihak kecamatan hingga kabupaten. 

Kegiatan/ penanganan yang telah dilakukan oleh Perusahaan adalah sebagai berikut: 

- Perusahaan telah melakukan verifikasi/ pengecekan lapangan di areal yang 
diklaim.  

- Pada saat pengecekan, Perusahaan menemukan bahwa lahan yang diklaim 
oleh SJE telah dilakukan ganti rugi kepada masyarakat Desa Baung dan Desa 
Pematang Panjang. Namun, SJE tidak menerima hasil verifikasi tersebut dan 
menganggap proses pengukuran lahan pada masa itu hanya dilakukan di atas 
kertas. 

- Perusahaan telah menjelaskan alur proses pembebasan lahan yang dilakukan; 
setiap area yang akan dibebaskan akan diambil titik koordinatnya. Kemudian 
Berita Acara Pengukuran akan dibuat untuk ladang yang telah diukur dan 
ditandatangani oleh pihak Surveyor Perusahaan dan pemilik ladang dengan 
disaksikan oleh perwakilan desa seperti kepala desa, sekretaris desa, tokoh adat 
dsb, petugas Corporate Social Responsibility Perusahaan dan para warga yang 
berbatasan dengan ladang tersebut. Hal ini juga diketahui oleh Estate Manager 
Perusahaan dan Kepala Desa yang bersangkutan. Untuk proses pembayaran 
melibatkan Musyawarah Pimpinan Kecamatan (Muspika) sebagai saksi.  

- Selama tahun 2016 – 2017, perusahaan telah melakukan 6 (enam) kali 
pertemuan yang dimediasi oleh pihak kecamatan, namun hingga oktober 2017 
belum terdapat kesepakatan oleh kedua belah pihak.  

- Pada tahun 2018-2019, Perusahaan kembali melakukan mediasi hingga tingkat 
Kabupaten. 

- Pada tiap pertemuan tersebut, masing-masing pihak memberikan bukti dan 
menghadirkan saksi-saksi. 

- Pada akhir tahun 2019, Tim Penyelesaian Sengketa Lahan Kabupaten Seruyan 
membentuk Tim Investigasi yang bertugas melakukan verifikasi di lapangan. Tim 



tersebut mencari informasi terhadap sejarah pembebasan lahan di lokasi yang 
diklaim. 

- Pada akhir bulan Februari 2020, telah dilakukan mediasi terakhir dengan 
keputusan sebagai berikut: 

o Area yang diklaim oleh SJE telah diganti rugi lahan oleh pihak Perusahaan 
kepada masyarakat Desa Baung dan Desa Pematang Panjang. 

o Para pihak dari Desa Baung dan Desa Pematang Panjang juga telah 
mengakui bahwa area yang diklaim adalah benar milik mereka dan 
telah diserahkan kepada pihak Perusahaan. 
 

Dengan keputusan ini, Pihak Kabupaten telah memutuskan bahwa mediasi telah 
selesai dilakukan. Jika terdapat keberatan atas hasil keputusan ini maka dapat 
meminta mediasi kembali di tingkat provinsi atau melakukan penyelesaian melalui jalur 
hukum. 

 

 

 

 

 

 

  

Mediasi kasus klaim lahan oleh SJE di tingkat Kabupaten.  
Lokasi di Aula  Kantor Bupati Seruyan, Kalimantan Tengah 

5 Februari 2020. 
 



FLTI



 

 

Perusahaan   : PT FIRST LAMANDAU TIMBER INTERNATIONAL   

Perihal   : Penyelesaian Klaim Lahan Masyarakat  

Waktu/Periode  : Mei 2020  – Oktober  2020  

Status    : Close / Selesai    

 

Mei 2020  

- M enerima panggilan dari Pengadilan Negeri Nanga Bulik  dengan perkara 
Perdata dari Penggugat .  

- Perusahaan bertemu  dengan pihak Penggugat untuk klari�kasi atas laha n yang 
digugat.  

- Pengecekan dokumen dan peta lahan  dari kedua belah pihak . 
- Penyelesaian permasalahan secara mediasi untuk mencapai kesepakatan 

bersama . 
- Menyepakati untuk melakukan pengukuran ulang .  
- Kedua belah pihak melakukan pengecekan dan pengukuran ulang dilokasi 

yang disengketakan. Luas Lahan yang diklaim adalah seluas 23.09 Ha.  
- Perusahaan telah melakukan veri�kasi bahwa lahan tersebut telah dilakukan 

ganti rugi kepada pihak lain . 
- Perusahaan melakukan penyelidikan pada pemilik lama yang telah menjual 

lahan kepada Perusahaa n.  
- Pemilik lama memastikan bahwa area yang disengketakan merupakan miliknya . 
- Pemilik lama bersedia untuk menjadi saksi jika dibutuhkan . 
- Penggugat tetap bersikeras bahwa laha n tersebut adalah miliknya.  

 

Juni 2020  

- Sidang mediasi pertama via E - Court .  
- Pada mediasi ini, Perusahaan menawarkan program pemberdayaan ekonomi 

kepada pihak penggugat sebagai upaya penyelesa ian .  
- Pelaku menolak penawaran tersebut.  

Juli – September 2020  

- Persidangan berlangsung .  

Oktober 2021  

- Keputusan P engadilan Negeri Lamandau .,  
- Gugatan yang di sampaikan DITOLAK oleh P engadilan Negeri  Lamandau  



SKM



 

 

Perusahaan   : PT SUKSES KARYA MANDIRI   

Perihal   : Penyelesaian Klaim Masyarakat   

Waktu/Periode  :  Agustus 2020  

Status    : Close / Selesai    

 

 

 Agustus  2020  

- M enerima laporan adanya pemortalan jalan di  salah satu jalan yang digunakan 
untuk operasional  Perusahaan .  

- Pihak Perusahaan melakukan investigasi dan mencari informasi mengenai 
aktivitas tersebut .  

- Menemukan pelaku yang melakukan pemortalan jalan . 
- Pelaku menyatakan bahwa  Perusahaan belum membebaskan lahan yang 

berlokasi di daerah Kecamatan Kecubung di Kalimantan Tengah . 
- Pihak Perusahaan menjelaskan pokok permasalahan kepada pelaku , bahwa 

lahan tersebut telah mendapatkan ganti rugi yang dibayarkan kepada orang 
tua dari pelaku .; 

- Perusahaan meminta pelaku untuk meng klari�kasi /menunjukkan bukti  dokumen 
kepemilikan lahan . .  

- Pelaku belum dapat menunjukkan dokumen kepada pihak perusahaan . 
- Pelaku tetap melakukan pelarangan kegiatan operasional Perusahaan . 
- Penyelesaian permasalahan dengan dimediasi oleh Camat Permata Kecubung, 

Kapolsek Permata Kecubung, dan Kasat Intel Polres Sukamara ; 
- Pelaku yang mengajukan klaim tidak hadir.  
- Para  pihak yang hadir menganggap pihak yang mengajukan klaim  (pelaku)  

tidak mampu menunjukkan dasar/bukti atas klaim yang dimaksud sehingga 
para pihak memutuskan untuk tidak melanjutkan kasus tersebut / kasus selesa i. 
 

Hingga saat laporan ini dibuat, tidak ada keberatan yang disampaikan oleh pihak 
pelaku . 

 



MIK



Perusahaan : PT Mega Ika Khansa 

Perihal : Penyelesaian Sengketa Lahan Plasma Eks PT MIK Klaim I dan TCS 

Waktu/Periode : 18 September 2019 – 07 Juli 2025 

Status : On Progress 
 
 

Pada tanggal 18 September 2019, PT. Mega Ika Khansa (MIK) menyerahkan areal lahan dengan NIB 
15.11.00.00.00191 seluas 885,6172 Ha yang berlokasi di Desa Baung kepada Koperasi Usaha Mandiri 
(KUM) untuk keperluan pembangunan kebun plasma bagi masyarakat, berdasarkan Surat 
Pernyataan Kesanggupan Perusahaan Perkebunan. Namun, pada saat yang sama, di areal seluas ±79 
Ha dan ±10 Ha yang merupakan bagian dari lokasi tersebut, terjadi penguasaan secara sepihak oleh I 
dan kelompok tani TCS. 

Berdasarkan Dokumen Pembebasan Lahan Tahap 9 PT. MIK tahun 2014, lahan yang dikuasai oleh 
Kelompok Tani TCS yang berada di Wilayah Desa Baung, merupakan areal yang sudah dilakukan 
Ganti Rugi Lahan (GRL) secara global potensi Desa Baung. Adapun lokasi yang di klaim oleh I berada 
di 2 lokasi berbeda yaitu lahan yang berada di area Kelompok TCS dan lahan yang sudah dilakukan 
GRL a/n A, R, H, dan E berdasarkan Dokumen tersebut. 

Dalam penanganan keluhan, Perusahaan telah melakukan penyelesaian dengan pihak yang 
bersangkutan dan dimediasi oleh pihak kecamatan. 

- Pada tanggal 18 September PT. MIK menyerahkan areal lahan dengan NIB 
15.11.00.00.00191 seluas 885,6172 Ha kepada Koperasi Usaha Mandiri (KUM) untuk 
keperluan pembangunan kebun plasma bagi masyarakat berdasarkan Surat 
Pernyataan Kesanggupan Perusahaan Perkebunan tanggal 18 September 2019. 

- Pada tanggal 11 Oktober 2024 PT. MIK menyampaikan surat permohonan mediasi 
kepada Camat Seruyan Hilir berdasarkan Surat Nomor : 62/MIK/SKL-RO3/XI/2024 
tentang Permohonan Fasilitasi Mediasi tanggal 11 Oktober 2024, akan tetapi 
permohonan tersebut tertunda dengan adanya Moratorium Sekda yang menyatakan 
penghentian sementara kegiatan Mediasi Penyelesaian Sengketa Lahan sampai bulan 
Januari 2025 setelah berakhirnya masa Pemilu berdasarkan Surat Moratorium Sekda 
Seruyan Nomor : 100.3.5/1954/PEM/X/2024 tentang Moratotium Fasilitasi Mediasi 
Sengketa Lahan tanggal 14 Oktober 2024. 

- Pada bulan Februari dalam rangka mendukung Ketahanan Pangan sebagai implementasi 
program Asta Cita untuk Swasembada Pangan PT. MIK menanam jagung di lokasi tersebut, 
akan tetapi Kelompok TCS merusak tanaman jagung dengan cara meracun tanaman 
tersebut. 

- Pada tanggal 26 Februari 2025 PT. MIK Kembali menyampaikan permohonan 
Fasilitasi Mediasi kepada Camat Seruyan Hilir berdasarkan surat Nomor : 07/MIK/SKL- 
RO3/II/2025 tentang Permohonan Fasilitasi Mediasi tangga 26 Februari 2025. 



- Pada tanggal 04 Maret 2025 dilakukan pengukuran Bersama CSR, Survey, dan Kelompok 
TCS di lahan sengketa di areal yang dikuasai kelompok TCS terdapat seluas ± 79Ha yang 
dikuasi oleh kelompok TCS. 

- Pada tanggal 07 Maret 2025 Camat Seruyan Hilir menanggapi surat PT. MIK Nomor : 
07/MIK/SKL-RO3/II/2025 tentang Permohonan Fasilitasi Mediasi tanggal 26 Februari 2025, 
dengan mengusulkan agar Mediasi tersebut dilakukan di tingkat Desa dengan 
menyampaikan permohonan Fasilitasi Mediasi kepada Kepala Desa Baung berdasarkan Surat 
Nomor : 100.2.4/99/PEM-KEC.SERHIL/III/2025 tentang Usulan Mediasi di tingkat Desa 
tanggal 07 Maret 2025. 

- Pada tanggal 14 April 2025 PT. MIK Kembali menyampaikan permohonan Fasilitasi 
Mediasi kepada Kepala Desa Baung berdasarkan surat Nomor : 10/MIK/SKL- 
RO3/IV/2025 tentang Permohonan Fasilitasi Mediasi tanggal 14 April 2025. 

- Pada tanggal 30 April 2025 dilakukan pertemuan koordinasi Pra Mediasi antara Pihak 
Pemdes, BPD, KUM, Tokoh Masyarakat, Pihak Perusahaan PT.MIK. 

Pada tanggal 07 Juli 2025 telah dilakukan rapat mediasi penyelesaian sengketa lahan kelompok 
TCS dan I di Gedung Olahraga Desa Baung, yang dihadiri Camat Seruyan Hilir, Kapolsek 
Seruyan Hilir, Danramil Seruyan Hilir, Kepala Desa Baung, Ketua BPD, Ketua KUM, Mantir 
Adat Desa Baung, Mantan Kepala Desa, Tokoh Masyarakat, Kelompok TCS, I, dan Perusahaan. 
Adapun hasil dari pertemuan mediasi tersebut sebagai berikut : 

1. TCS 
Tetap bertahan sementara di lokasi, meminta ganti rugi atas tanaman dan pengecekan 
bersama, melarang intervensi sebelum ganti rugi disepakati, serta mengusulkan pemindahan 
ke lahan di luar area KUM dengan bantuan pembukaan lahan. 

2. I 
Meminta ganti rugi tanaman kelapa sawit, bersedia meninggalkan lokasi setelah menerima 
kompensasi, dan siap pindah ke lahan di luar kebun inti maupun plasma. 

3. PT. MIK 
Perwakilan PT MIK menjelaskan bahwa lahan yang saat ini digarap oleh kelompok TCS dan I 
sebenarnya sudah diberikan ganti rugi sejak tahun 2014. Lahan tersebut kemudian telah 
diserahkan kepada KUM untuk pembangunan kebun plasma masyarakat. PT MIK 
menegaskan bahwa proses penanaman akan tetap dilanjutkan sesuai rencana yang telah 
disepakati sebelumnya. 

4. P 
P memaparkan bahwa lahan yang digarap oleh kelompok TCS dan I pada awalnya 
dipinjamkan untuk keperluan bercocok tanam sejak tahun 2016. Namun, sesuai 
kesepakatan, lahan tersebut harus dikembalikan kepada PT MIK untuk dilakukan penanaman 
kembali. 

Sebagai tindak lanjut, Pengecekan lapangan bersama akan dilakukan pada waktu yang disepakati. 
Hasil kesepakatan dapat ditinjau kembali jika ditemukan hal yang bertentangan di kemudian hari. 
Rapat ditutup dengan kesepakatan bahwa hasil yang telah disetujui dapat ditinjau kembali jika di 
kemudian hari ditemukan fakta atau kebijakan baru yang bertentangan. 



DOKUMENTASI PERTEMUAN 
 

 

 



TAN



 

 

Perusahaan  : PT Trieka Agro Nusantara 

Perihal   : Penyelesaian Klaim Lahan Masyarakat  

Waktu/Periode : 8 November 2021 – 20 November 2021 

Status    : Close/ Selesai   

 

8 November 2021 

- Adanya laporan dari security (Patroli) bahwa di Blok I26 afdeling Charlie ada 
Pokok yang dipanen  

- Kemudian dilakukan pengecekan lokasi yang dimaksud dan ditemukan 
pokok yang dipanen oleh orang tidak dikenal.  
Dilakukan penelusuran dan diketahui bahwa buah di panen oleh Pak SP. 
Pemilik lahan bersebelahan dengan lokasi sawit yang dipanen 

- Pak SP merasa bahwa lahan tersebut miliknya. Setelah melakukan 
pertemuan pak SP akhirnya mengakui kesalahannya dan mengembalikan 
buah yang dipanen 

19 November  2021 

- Adanya laporan dari asisten Afd. Charlie bahwa di Blok i25 dipasang Tali Rafia 
oleh Pak SP sebanyak 64 pokok/ 5 path tanam. 

- Perusahaan melakukan koordinasi dengan pihak Kepala Desa Panopa.  
- Perusahaan melakukan verifikasi terhadap dokumen ganti rugi lahan pada 

lokasi tersebut 
 

20 November 2022 

- Untuk penyelesaian masalah ini perusahaan menghadirkan pak KD sebagai 
pemilik lahan yang di Ganti Rugi oleh PT. TAN pada lokasi tersebut. 

- Dengan dimediasi oleh kepala desa, perusahaan mempertemukan Pak SP 
dengan pak KD. Dari hasil penelusuran Pak SP tidak dapat menjelaskan sejarah 
kepemilikan lahan pada lokasi tersebut. Surat keterangan tanah milik pak SP 
juga bukan yang asli. Di surat tertanda tanggal 04 Mei 2015 sedangkan ganti 
rugi lahan yang dilakukan perusahaan pada tanggal 07 April 2015 

- Pak SP akhirnya menerima kesalahan dan menandatangani surat pernyataan 
bahwa tidak akan mengulangi tindakan seperti ini lagi. 

 

 



 

 

 



FLTI



Perusahaan  : PT First Lamandau Timber Internasional (FLTI) 

Perihal : Penyelesaian Permasalahan Tanah Tumpang Tindih Antara PT FLTI dengan 
JP 

Waktu/Periode  : 12 September 2024 – 07 November 2024 

Status   : Close / Selesai 

 
Sengketa lahan antara PT. FLTI dan JP bermula pada 12 September 2024 ketika JP mengajukan 
keberatan atas pemasangan plang kepemilikan lahan oleh PT. FLTI di areal yang tumpang tindih, 
dengan alasan telah membeli lahan tersebut dari IS. Berdasarkan catatan PT. FLTI, lahan yang 
dimaksud telah diberi ganti rugi dari DH pada 16 Desember 2015 sebesar Rp15.200.000. 

Menindaklanjuti keberatan tersebut, kedua pihak sepakat melakukan pengecekan lapangan pada 05 
Oktober 2024, dihadiri PT. FLTI, DH, LD, perwakilan IS, dan JP. Hasil verifikasi lapangan dan peta HGU 
PT. FLTI menunjukkan bahwa lahan yang dijual LD kepada IS pada 1 Desember 2021 mengalami 
kesalahan penggambaran dan pengeplotan, yang diakui oleh LD. 

Pertemuan lanjutan pada 07 Oktober 2024 di kantor PT. FLTI menghasilkan kesepakatan tertulis 
sebagai berikut: 

1. LD mengakui adanya kesalahan penggambaran/pengeplotan pada penjualan kepada IS. 
2. LD bersedia bertanggung jawab penuh atas lahan yang dijual kepada IS dan JP. 
3. Lahan tersebut tidak akan lagi dikelola oleh IS dan JP. 


















